
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4722), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

a. bahwa besaran tarif angkutan orang dengan kereta api ringan 
terin tegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi 
untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik telah diatur 
berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nornor KM 67 
Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api 
Ringan Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok Dan 
Bekasi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk 
menggunakan angkutan umum massal dengan tarif 
terjangkau khususnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan 
Bekasi maka perlu dilakukan penyesuaian tarif kereta api 
ringan terin tegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan 
Bekasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang 
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 
67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta 
Api Ringan Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok Dan 
Bekasi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik; 
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Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini. 

Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan sosialisasi terhadap 
pelaksanaan Keputusan Menteri ini. 

Mengubah ketentuan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan 
Kereta Api Ringan Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogar, Depok 
Dan Bekasi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik, 
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN 
ATAS KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 67 
TAHUN 2023 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN 
KERETA API RINGAN TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, 
BOGOR, DEPOK DAN BEKASI UNTUK MELAKSANAKAN 
KEW AJIBAN PELA YANAN PUBLIK. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5961); 

3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan 
Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit 
Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 49 Tahun 201 7 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan 
Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit 
Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 92); 

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2018 
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif 
Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 297); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 
ten tang· Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2023 
ten tang Penyelenggaraan Kereta A pi Ringan Terin tegrasi di 
Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 456); 
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SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada : 
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 
3. Menteri Keuangan; 
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS; 
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perkeretaapian 

Kementerian Perhubungan; 
7. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero). 

BUDI KARY A SUMADI 

ttd 

MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal, 5 Juli 2024 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juni 2024. 

KEEMPAT 
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BUDI KARY A SUMADI 

ttd 

MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

Keterangan: 1. Periode waktu berdasarkan jam masuk (tap in) penumpang di stasiun. 
2. Penumpang yang masuk (tap in) dan keluar (tap out) di stasiun yang 

sama dikenakan tarif kilometer pertama dengan waktu tunggu sampai 
dengan 60 (enam puluh) menit dan tarif maksimal apabila lebih dari 60 
(enam puluh) menit. 

NAMA PERI ODE BE SARAN 
ANGKUTAN/ WAKTU LINT AS TARIF 
KERETA API (Rp/Orang) 

1 2 3 4 

Senin s.d. Jum'at 1 Km Pertama 5.000 
(diluar Libur Nasional) Setiap 1 Km 700 Jam Sibuk/ Peak Hour berikutnya 

(06.00 WIB s.d. 08.59 WIB dan Tarif Maksimal 20.000 16.00 WIB s.d. 19.59 WIB) KERETA API Senin s.d. Jum'at 1 Km Pertama 5.000 RI NGAN (diluar Libur Nasional) Setiap 1 Km (LIGHT RAIL 700 diluar Jam Sibuk/ Off Peak Hour berikutnya TRANSIT/ (diluar 06.00 WIB s.d. 08.59 WIB LRT) JABODEBEK dan 16.00 WIB s.d. 19.59 WIB) Tarif Maksimal 10.000 

1 Km Pertama 5.000 

Sabtu, Minggu dan Libur Nasional Setiap 1 Km 700 berikutnya 
Tarif Maksimal 10.000 

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API RINGAN TERINTEGRASI 
DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN BEKASI 

(LRT JABODEBEK) 

LAMPI RAN 
KEPUTUSAN MENTEffi PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR KM 70 TAHUN 2024 
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 
MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 67 TAHUN 
2023 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG 
DENGAN KERETA API RINGAN TERINTEGRASI DI 
WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN 
BEKASI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN 
PELAYANAN PUBLIK 
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